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PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bintuhan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat/tanggal  lahir  Talang  Jawi,  19-02-1981,  Agama  Islam,

Pendidikan SLTA,  Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  bertempat

tinggal di Kabupaten Kaur, di sebut Penggugat:

melawan

Tergugat,  tempat/  tanggal  lahir  Rigangan  I,  25-07-1974,  Agama  Islam,

pendidikan  SLTA,  Pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di

Kabupaten Kaur, disebut Tergugat;

 Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2022 telah

mengajukan  gugatan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bhn, tanggal 5

April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.- - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14-08-

1999,  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah,  tanggal  16-08-1999,  yang

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan;

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam

Tengah, Kabupaten Kaur, selama lebih kurang 15 Tahun 1 bulan;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.- Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri

dan telah dikaruniai 3 (tiga)  orang anak, anak pertama yang bernama anak

1,  tempat tanggal  lahir di  Rigangan I,  22-10-2000, anak kedua bernama

anak  2,  tempat  tanggal  lahir  di  Rigangan  I,  18-01-2004,  anak  ketiga

bernama anak 3, tempat tanggal lahir di Rigangan I, 23-07-2008, sekarang

anak tersebut tinggal bersama Tergugat; 

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 tahun, setelah itu sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.---------------Bahwa, sejak Juni 2006 sampai dengan September 2014 antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6.------------Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, dimana nafkah

yang kurang mencukupi;

7.----------Bahwa, pada 1 September 2014, terjadilah puncak perselisihan dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  disebabkan  karena

Tergugat pamit  mau panen karet,  dan Penggugat  menyusul  Tergugat ke

kebun, tetapi Tergugat tidak ada dikebun, dan ketika di rumah Penggugat

dan Tergugat  terjadi  perselisihan dan pertengkaran,  Akhirnya Penggugat

pulang  ke  rumah saudara  Penggugat  di  Desa  Rigangan  III,  Kecamatan

Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah

orang  tua  Tergugat  di  Desa  Rigangan  I,  Kecamatan  Kelam  Tengah,

Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang

selama  7  tahun  7  bulan,  dan  selama  berpisah  tempat  tinggal  antara

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8.-------Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
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10.---------------Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas

Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  hidup  bersama  Tergugat,

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11.Bahwa,  Penggugat  bersedia  untuk  di  bebani  membayar  biaya  yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan/dalil-dalil  yang  Penggugat  kemukakan  di

atas,  Penggugat  mohon  kiranya  Ketua  Pengadilan  Agama Bintuhan  melalui

Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  berkenan  untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono);

 Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun

berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)  Nomor  66/Pdt.G/2022/PA.Bhn  yang

dibacakan  di  persidangan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat

dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang

tercatat  dalam  berita  acara  persidangan  dan  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dengan putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;
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 Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun

berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)  Nomor  66/Pdt.G/2022/PA.Bhn  yang

dibacakan  di  persidangan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat

dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  ketidakhadiran  Penggugat  selaku  pihak  yang

berkepentingan tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum, sehingga

Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  148  R.Bg  maka  gugatan

Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan  pasal  89  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bhn gugur;

2. Memerintahkan Panitera  Pengadilan  Agama Bintuhan untuk  mencoret

perkara tersebut dari register perkara;  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  diputuskan  dalam  sidang  Pengadilan  Agama

Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  18  April  1443  Hijriah,  oleh  Zuhri

Imansyah,S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada

hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan
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dibantu  oleh  M. Amin,  S.H.I.,  sebagai  panitera pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Panitera Pengganti,                  Hakim Tunggal,

 

M. Amin. S.H.I.         Zuhri Imansyah,S.H.I.M.H.I       

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00

2. Biaya proses Rp50.000,00

3. Biaya panggilan Rp600.000,00

4. Biaya PNBP Rp40.000,00

5. Biaya redaksi Rp10.000,00

6. Biaya materai              Rp10.000,00  

Jumlah Rp740.000,00 

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
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